SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

bahwa menindak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 jo. Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 700/025/A.4/1J Tanggal 13 Januari 2016
Perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana
Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, Pemerintah
Kota Depok telah menerbitkan Peraturan Wali Kota
Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu
Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan
Daerah;

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan
Anggaran Tahunan Daerah sudah tidak sesuai dan perlu
dilakukan pencabutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota
Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu
Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan

Daerah;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828):
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018
tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 20109;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
WALI KOTA DEPOK NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH.

Pasal 1
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan
dan Anggaran Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Desember 2018
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS
Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 99

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 197 603&7 2005012005



